BUPATI BANGKA SELATAN

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

NOMOR é TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat:

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan
Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan

Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun 2024;

1.

Pasal 18 ayat (6} Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka  Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4033);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah,
Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286},
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4135), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856},
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomaor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340};

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);
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Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6881);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
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Peraturan Menteri Dalam Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 6 Tahun
2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2012 Nomor 6};
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 17
Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah
Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 17),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 5 Tahun
2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah
Kabupaten Bangka Selatan Nomor 17 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka
Selatan Tahun 2021 Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 10
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021-
2026 (Lembaran Daerah Kabaupaten Bangka Selatan Tahun
2021 Nomor 10j;

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 4 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2022 Nomor 4j);
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 8 Tahun
2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka
Selatan Tahun 2023 Nomor 8);



Menetapkan

25. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 1 Tahun
2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN
dan
BUPATI BANGKA SELATAN

MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024,

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan pemerintah
oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang
berkedudukan sebagai wunsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka
Selatan.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
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Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat
TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan
dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas
menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka
penyusunan APBD vyang anggotanya terdiri dari pejabat
perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan
kebutuhan.

Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah
dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja,
dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode
1 (satu) tahun.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya
disingkat PPAS adalah program prioritas dan patckan batas
maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah
untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana
kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.

Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD
adalah Organisasi atau Lembaga yang membantu Kepala Daerah
dalam menjalankan Pemerintahan Daerah.

Rencana kerja anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-
SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang
berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan
kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar
penyusunan APBD.

Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya
yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan
sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur
sesuai dengan misi SKPD.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh
satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari
pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari
sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa
personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk
peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa
atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan
(input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk

barang/jasa.
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Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu
program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
Keluaran (output} adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh
kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian
sasaran dan tujuan program dan kebijakan.

Hasil {outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan
berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu
program.

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum
Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode
tahun anggaran yang bersangkutan vyang menjadi hak
Pemerintah Daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh
Pemerintah Daerah.

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum
Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode
tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh
pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.

Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan
daerah dan belanja daerah.

Defisit Anggaran adalah selisih kurang antara pendapatan daerah
dan belanja daerah.

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu
dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima
kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun
pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya
disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan,
belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar
pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang
selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat
perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan
sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna
anggaran.

Anggaran kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang
bersumber dari peneriman dan perkiraan arus kas keluar untuk
mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai

pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.



25. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah
dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk

melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.

Pasal 2
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

semula sebesar Rp.1.013.335.517.957,00 berkurang sejumlah
(Rp.2.312.505.080,00) sehingga menjadi Rp. 1.011.023.012.877,00
a. Pendapatan Daerah

1. semula Rp. 927.777.801.884,00
2. bertambah Rp. 29.118.336.900,00
Jumlah pendapatan daerah setelah
perubahan Rp. 956.896.138.784,00
b. Belanja Daerah
1. semula Rp. 1.010.835.517.957,00
2. berkurang Rp. (2.312.505.080,00)
Jumlah belanja daerah setelah
perubahan Rp. 1.008.523.012.877,00

¢c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan Pembiayaan

a) semula Rp. 85.557.716.073,00
b) berkurang Rp. {31.430.841.980,00}
Jumlah penerimaan

pembiayaan setelah perubahan Rp. 54.126.874.093,00
2. Pengeluaran Pembiayaan

a) semula Rp. 2.500.000.000,00
b) bertambah Rp. 0,00
Jumlah Pengeluaran
pembiayaan setelah perubahan Rp. 2.500.000.000,00
Jumlah pembiayaan neto Setelah
perubahan Rp. 51.626.874.093,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran
setelah perubahan Rp. 0,00



Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

huruf a terdiri atas:

a.

(1)

Pendapatan Asli Daerah

1. semula Rp.
2. berkurang Rp.
Jumlah pendapatan asli daerah
setelah perubahan Rp.
Pendapatan Transfer
1. semula Rp.
2. bertambah Rp.
Jumlah pendapatan transfer setelah
perubahan Rp.
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
1. semula Rp.
2. berkurang Rp.
Jumlah lain-lain pendapatan daerah
vang sah Rp.
Pasal 4

91.000.000.000,00
(7.588.294.675,00)

83.411.705.325,00

823.686.190.000,00

40.146.570.887,00

863.832.760.887,00

13.091.611.884,00
(3.439.939.312,00)

9.651.672.572,00

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

huruf a, bersumber dari:
a. Pajak Daerah

1. semula Rp.

2. berkurang Rp.

jumlah pajak daerah setelah

perubahan Rp.
b. Retribusi Daerah

1. semula Rp.

2. bertambah Rp.

jumlah retribusi daerah setelah

perubahan Rp.

51.260.964.077,00
(14.779.040.563,00)

36.481.923.514,00

3.039.012.280,00
2.925.068.920,00

5.964.081.200,00



¢. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1. semula Rp. 8.000.000.000,00
2. berkurang Rp. (1.379.722.139,00)
jumlah jumlah hasil
pengelolaan kekayaan daerah
yang dipisahkan setelah
perubahan Rp. 6.620.277.861,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
semula Rp. 28.700.023.643,00
bertambah Rp. 9.645.399.107,00
jumlah lain-lain pendapatan
asli daerah yang sah Rp. 34.345.422.750,00

(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf b, bersumber dari:
a. Transfer Pemerintah Pusat

1. semula Rp. 753.686.190.000,00
2. bertambah Rp. 43.000.938.000,00
jumlah transfer pemerintah
pusat setelah perubahan Rp. 796.687.128.000,00
b. Transfer Antar Daerah
1. semula Rp. 70.000.000.000,00
2. berkurang Rp. (2.854.367.113,00)
jumlah transfer antar daerah
setelah perubahan Rp. 67.145.632.887,00

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf ¢, bersumber:
Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan

1. semula Rp. 13.091.611.884,00
2. berkurang Rp. {3.439.939.312,00)
jumlah lain-lain pendapatan sesuai
dengan ketentuan peraturan
perundanga-undangan setelah

perubahan Rp. 9.651.672.572,00



Pasal 5
Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

huruf b terdiri atas:

a.

Belanja Operasi

1. semula Rp. 773.196.741.532,00

2. berkurang Rp. (3.047.008.216,00)

jumlah belanja operasi setelah

perubahan Rp. 770.149.733.316,00
b. Belanja Modal

1. semula Rp. 121.629.834.878,00

2. bertambah Rp. 172.726.257,00

jumlah belanja modal setelah

perubahan Rp. 121.802.561.135,00
c. Belanja Tidak Terduga

1. semula Rp. 1.277.890.981,00

2. bertambah Rp. 167.498.043,00

jumlah belanja tidak terduga

setelah perubahan Rp. 1.445.389.024,00
d. Belanja Transfer

1. semula Rp. 114.731.050.566,00

2. bertambah Rp. 394.278.836,00

jumlah belanja transfer setelah

perubahan Rp. 115.125.329.402,00

Pasal 6

(1)

Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a,

terdiri atas:

a. Belanja Pegawai

1. semula Rp. 387.819.856.962,00

2. bertambah Rp. 16.953.714.859,88

jumlah belanja pegawai setelah

perubahan Rp. 404.773.571.821,88
b. Belanja Barang dan Jasa

I. semula Rp. 351.476.512.810,00

2. berkurang Rp. (31.979.015.575,88)

jumlah belanja barang dan jasa

setelah perubahan

Rp. 319.497.497.234,12



(2)

Belanja Hibah

1. semula Rp. 31.798.231.760,00
2. bertambah Rp. 12.230.542.500,00
jumlah hibah setelah

perubahan Rp. 44.028.774.260,00
Belanja Bantuan Sosial

1. serula Rp. 2.102.140.000,00
2. berkurang Rp. (252.250.000,00)
jumlah bantuan sosial setelah

perubahan Rp. 1.849.890.000,00

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b,

terdiri atas:

a.

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

1. semula Rp. 13.968.512.678,00
2. bertambah Rp. 4.914.049.919,00
jumlah belanja modal peralatan

dan mesin setelah perubahan Rp. 18.882.562.597,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan

1. semula Rp. 47.695.490.800,00
2. berkurang Rp. (10.066.098.800,00)
jumlah belanja modal gedung

dan bangunan setelah

perubahan Rp. 37.629.392.000,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

1. semula Rp. 56.678.286.000,00
2. bertambah Rp. 1.987.157.935,00

jumlah belanja modal jalan,
jaringan dan irigasi setelah
perubahan Rp. 58.665.443.935,00
Belanja Modal Aset Tetap

Lainnya
1. semula . Rp. 3.287.545.400,00
2. bertambah ! Rp. 3.337.617.203,00

jumlah belanja modal aset tetap
lainnya setelah perubahan Rp. 6.625.162.603,00



(3)

(4)

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
huruf ¢, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu

a. semula Rp. 1.277.890.981,00
b. bertambah Rp. 167.498.043,00
jumlah belanja tidak terduga setelah

perubahan Rp. 1.445.389.024,00

Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d,
terdiri atas :

a. Belanja Bagi Hasil

1. semula Rp. 5.429.997.636,00
2. berkurang Rp. (1.195.397.164,00)
jumlah belanja bagi hasil setelah
perubahan Rp. 4.234.600.472,00

b. Belanja Bantuan Keuangan
1. semula Rp. 109.301.052.930,00
2. bertambah Rp. 1.589.676.000,00

jumlah belanja bantuan
keuangan setelah perubahan Rp. 110.890.728.930,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

huruf c terdiri atas:

a,

Penerimaan Pembiayaan

1. semula Rp. 85.557.716.073,00
2. berkurang Rp. (31.430.841.980,00)
jumlah penerimaan  pembiayaan

setelah perubahan Rp. 54.126.874.093,00
Pengeluaran Pembiayaan

1. semula Rp. 2.500.000.000,00
2. bertambah Rp. 0,00

jumlah pengeluaran pembiayaan
setelah perubahan Rp. 2.500.000.000,00



Pasal 8
(1) Jumlah penerimaan pembiayaan setelah  perubahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan
jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
setelah perubahan.
(2) Penyertaan Modal Daerah merupakan pengeluaran pembiayaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b.

Pasal 9
(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak

Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang tersedia

anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi yang ditetapkan

dalam Peraturan Daerah ini dan disampaikan dalam laporan
realisasi anggaran.
(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau
kejadian luar biasa;

b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat menggangu kegiatan
pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi :

a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar Masyarakat
yang anggarannys belum tersedia dalam Tahun Anggaran
berjalan;

b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan Belanja yang
bersifat wajib;

c. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah
Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta
amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan
menimbulkan kerpgian yang lebih besar bagi Pemerintah
Daerah dan/atau n:lasyarakat.
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Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I

2. Lampiran II

3. Lampiran II

4. Lampiran IV

5. Lampiran V

6. Lampiran VI

7. Lampiran VII

8. Lampiran VIII

9. Lampiran IX

10. Lampiran X

11.Lampiran XI

Ringkasan APBD Perubahan yang Diklasifikasi
Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan,
Belanja, dan Pembiayaan;

Ringkasan APBD Perubahan yang
Diklasifikasikan Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

Rincian APBD Perubahan Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
Rekapitulasi Belanja APBD  Perubahan
Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil
dan Sub Kegiatan Beserta Sub Keluaran;
Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk
Keselarasan dan  Keterpaduan  Urusan
Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara,

Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;

+

Sinkronisasi Program Pada RPJMD/RPD
Dengan Rancangan APBD;

Sinkronisasi Program, Kegiatan Dan Sub
Kegiatan Pada RKPD DAN PPAS Dengan
Peraturan Daerah tentang APBD;

Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan
Program Prioritas Provinsi;

Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per
Jabatan

Daftar Piutang Daerah



Pasal 11
Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
sebagal landasan operasional pelaksanaan perubahan APBD Tahun
Anggaran 2024,

Pasal 12
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal b Oktober 2024
fpjs. BUPATI BANGKA SELATAN,

'ELFIN ELYAS \

Diundangkan di Toboali
pada tanggal i{ Oktober 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

HEFI NURANDA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2024 NOMOR
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG : ({.4s/2024)



